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ABSTRAK

CATATAN

Untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan upaya penataan, dan pembinaan
terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan
pengaturan, dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha yang kompetitif dan
berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan
sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern tidak
sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha,
sehingga perlu diganti.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU
No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12
Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017;
PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Th. 2021; Permendagri No.
42 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2012; Permen Perdagangan No. 71
Tahun 2019; Permen Perdagangan No. 8 Tahun 2020; Permen Perdagangan No.
23 Tahun 2021; Perda Prov Jatim No. 3 Tahun 2008.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: Pendirian pasar rakyat, pusat
perbelanjaan dan toko swalayan wajib berpedoman pada RTRW/RDTR,
dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga
keseimbangan. Maksud penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk
menata dan membina keberadaan dan keberlangsungan hidup pasar rakyat,
pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Tujuan penataan dan pembinaan
pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk memberikan
kepastian hukum bagi penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan
dan toko swalayan dalam melaksanakan usahanya.
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